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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2018/PA Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

        Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili

perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara :

Nur Afilah binti Ahmad, umur  19  tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di jalan

rumah  sakit,  RT.  001,  RW.  002,  Kelurahan  Rappang,

Kecamatan  Panca  Rijang, Kabupaten  Sidenreng  Rappang,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

                                                     Melawan

Nursan bin Zain, umur  27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan

terakhir  SMA,  bertempat kediaman di  Jalan  Mappangile,

Lingkungan Simae, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Duampanua,

Kecamatan  Baranti, Kabupaten  Sidenreng  Rappang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

           Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Nomor 565/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai  terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri sah dari  Tergugat

menikah pada hari Ahad  tanggal 15 Mei 2016 M / 7 Sa’ban 1437 H , dan
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tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor: 0132/057/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri  selama kurang lebih 2 tahun

di  kediaman  orangtua  Tergugat  di  Lingkungan  Simae,  Kelurahan

Duampanua,  Kecamatan  Baranti,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  dan

selama  dalam  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  melakukan

hubungan badan layaknya suami istiri  (Ba’da Dukhul)  dan tidak memiliki

anak

3. Bahwa  pada  awal  kebersamaan  Penggugat  dengan

Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Agustus tahun 2017

sudah  mulai  terjadi  ketidak  harmonisan  dan  perselisihan  yang  terus

menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat  sering  cemburu  buta  terhadap  Penggugat

dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan

2. Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang

jelas bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar

4. Bahwa  puncak  perselisihan  terjadi  pada  bulan  Juli

tahun 2018 Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan kediaman

bersama  dan  sampai  sekarang  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih 5 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai

suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada

upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  sendiri  di  persidangan,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas

panggilan  Nomor  :  725/Pdt.G/2018/PA Sidrap  tanggal   12 Desember  2018,

Tergugat  yang  dibacakan  dipersidangan,  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut melalui Radio Juang Sidrap oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng

Rappang,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  ketidak  hadirnya  itu  disebabkan

oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan

mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

2016  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti tertulis berupa 

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Panca Rijang,  Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor

0132/057/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri

kode P.

b. Saksi-saksi

1. Ahmad bin Landeppung, umur 58 tahun, agama Islam,

pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Rumah

sakit Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten

Sidenreng  Rappang.,  di  bawah  sumpah  memberi  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut :

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal  bersama membina rumah tangga di  rumah orang tua Tergugat

selama dua tahun di Baranti;

- Bahwa  Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Juli  2018  hingga  sekarang  telah

mencapai lima bulan ;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah tempat tinggal  Tergugat  mengusir  Penggugat   dari  rumahnya

sehingga Penggugat serumah dengan saksi; 

- Bahwa saksi tidak pernah  melihat  Penggugat dengan

Tergugat bertengkar

- Bahwa   saksi  mengethaui  penyebabnya  karena  di

ceritakan oleh  Penggugat kalau  Tergugat sering dianiaya oleh Tergugat

karena Penggugat malas bekerja  dan memaak

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi pernah berusaha menasihati Penggugat,

agar kembali  rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. Hamzah bin  Mansyur Arsyad, umur  55 tahun, agama

Islam, pekerjaan Karyawan SMP Negeri 1 Panca Rijang petani, pendidikan

SMA, bertempat tinggal Jalan Rumah sakit Rappang, Kelurahan Rappang,

Kecamatan  Panca  Rijang,  Kabupaten   Sidenreng  Rappang.,  di  bawah

sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal  bersama membina rumah tangga di  rumah orang tua Tergugat

selama dua tahun di Baranti;

- Bahwa  Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Juli  2018  hingga  sekarang  telah

mencapai lima bulan ;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah tempat tinggal  Tergugat  mengusir  Penggugat   dari  rumahnya

sehingga Penggugat serumah dengan saksi; 
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- Bahwa saksi tidak pernah  melihat  Penggugat dengan

Tergugat bertengkar

- Bahwa   saksi  mengethaui  penyebabnya  karena  di

ceritakan oleh  Penggugat kalau  Tergugat sering dianiaya oleh Tergugat

karena Penggugat malas bekerja  dan memaak

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi pernah berusaha menasihati Penggugat,

agar kembali  rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

 Bahwa  Penggugat  telah  memberikan  kesimpulan  secara  lisan  pada

pokoknya menyatakan tidak  mengajukan suatu  keterangan apapun lagi  dan

memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

         Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk

Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan

menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

     PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama

Sidrap  menerangkan  bersangkutan  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  dan

ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  oleh  sesuatu  alasan  yang  sah

karenanya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  103  ayat  (1)  huruf  a  Undang-

Undang  Nomor  7   Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal

139  Kompilasi  Hukum  Islam,  jo  Pasal  146 RBg  maka  harus  dinyatakan

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
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Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

oleh  karenanya,  terhadap perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan upaya  mediasi

sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

sah meskipun telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  maka Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa

serta diputus  tanpa hadirnyaTergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat

telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim

akan  mempertimbangkan  hubungan  hukum  antara  Penggugat  dengan

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil  gugatan Penggugat pada posita

angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan

Tergugat,  sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara

ini,  dan  Penggugat  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  perkara  cerai  gugat

terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang

pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering

terjadi perselisihan  disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan

menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering marah tanpa alasan bahkan

sering memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal    sejak Juli  2018 hingga sekarang telah mencapai 5 bulan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatan  cerainya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi

syarat  untuk  dipertimbangkan  menurut  Pasal  285  dan  Pasal  309,  RBg.  Jo.
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Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Nikah),  halmana bukti  tersebut telah dileges,  diberi  meterai  cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula

dengan  maksud  Pasal  285  dan  Pasal  301  R.Bg.  serta  Pasal  10  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti

tersebut  dapat  diterima  untuk  dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti,  adapun

secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah  yang  menurut  Pasal  285  RBg.  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh

pejabat yang berwenang, sehingga bukti  P. tersebut  telah memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht),

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil

Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil

gugatan  Penggugat,  oleh  karenanya  Tergugat  dianggap  telah  tidak  hendak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut   sengketa

perceraian yang mempunyai  hukum acara khusus (lex specialis  derogat  lex

generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974),  gugatan  tersebut  dapat

diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan

setelah mendengar pihak keluarga  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan

suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989),  maka Majelis Hakim

masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
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atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yeng dekat

dengan  Penggugat  maupun  Tergugat  guna  mendapatkan  kebenaran  yang

meyakinkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil  gugatan  cerainya,  selain

bukti  surat (P.),  Penggugat telah mengajukan pula alat  bukti  berupa 2 (dua)

orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan

secara  terpisah  di  depan  persidangan  sebagaimana  kewajiban  saksi  yang

diatur  dalam Pasal  171 dan 175 R.Bg.  masing-masing bernama  Emang bin

Latang dan  Nurdin  bin  Damang sehingga  kedua  orang  saksi  Penggugat

tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua

orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil  gugatan cerai Penggugat

kalau  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan  karena  Tergugat  mengusir  Penggugat  dari  rumahnya  hingga

akhirnya Penggugat  dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan  dan

selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkh kepada

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-

saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  cerai  Penggugat

dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-

hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta

sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  benar

pasangan suami istri sah.

- Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat ;

- Bahwa  benar  Penggugat  dengan  Tergugat,  terjadi

pisah tempat tinggal selama lima bulan;
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- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dan  fakta  tersebut  di

muka,  terbukti  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  rukun  dan

harmonis lagi,  yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal  selama  lima  bulan  tanpa  ada  komunikasi  lagi,  keadaan  ini

mengindikasikan  bahwa  perselisihan  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sifatnya  sudah  terus  menerus.  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  maka  Majelis

berpendapat  alasan cerai  gugat  yang diajukan oleh Penggugat  telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  majelis

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha  Esa  (vide  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)  dan  atau

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  (vide  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam) tidak dapat  terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri.  Sementara  tindakan  Tergugat

terhadap  Penggugat  menunjukkan  ikatan  bathin  tersebut  telah  rapuh  dan

terurai  dari  sendi-sendinya,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

ternyata sudah tidak mencapai  tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk

dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan  akan
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mendatangkan rasa tidak aman,  madharat  atau  mafsadat  daripada  maslahat

bagi   Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  syari'at  Islam

menghindari  madharat atau  mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat

dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  relevan

dengan dalil syar’i :

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

  Artinya  :  “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman 405 sebagai berikut: 

Artinya :  “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

sedang  orang  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

 

Artinya :  “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,

maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas, maka Majelis Hakim berpendapat  gugatan Penggugat  tersebut  tidak

melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek

(Pasal 149 R.Bg), 

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilasi  Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum

angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu  bain  shughra  Tergugat  (Hermanto  bin  La  Sari  )  terhadap  Penggugat

(Sukmawati binti Marjeng).
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    Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka menurut ketentuan Pasal  89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  Hukum  syara’  dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  (Nursan   bin  Zain) terhadap

Penggugat (Nur Afilah binti Ahmad)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

    Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang  pada  hari  Rabu tanggal  26

Desember  2018  Miladiyah  bertepatan  dengan  tanggal  17 Rabiulawal  1440

Hijriyah, oleh kami DR.MukhtaruddinBahrum,S.H.I.M.H.Isebagai Ketua Majelis,

Dra.  Sitti  Musyayyadah    dan  Ali  Rasyidi  Muhammad,  Lc.  sebagai  Hakim

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  oleh Hakim Anggota tersebut di

atas dan  Hj.Jamilah Makkiyah , S.Ag  sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

                               

Hakim Anggota                                                 Ketua Majelis
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   Dra. Sitti Musyayyadah                 DR.MukhtaruddinBahrum,S.H.I.M.H.I

 ttd                                                      

     

  Ali Rasyidi Muhammad, Lc Panitera Pengganti

                                 

                                                                                       ttd

                                                                        Hj.Jamilah Makkiyah , S.Ag

Perincian biaya :

 Pendaftaran : Rp    30.000,00

 ATK Perkara : Rp    50.000,00

 Panggilan : Rp  340.000,00

 Redaksi : Rp      5.000,00

 Meterai : Rp      6.000,00

Jumlah :  Rp431.000,00  (empat  ratus  tiga  puluh  satu   ribu

rupiah).

                                  Untuk salinan

                                     Paniera 

                    H. Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H
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Hakim Anggota,                 

Dra. Sitti Musyayyadah

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Biaya ATK : Rp    50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp ,00
4. Biaya Redaksi : Rp     5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp      600

Jumlah : Rp  ,00
    (rupiah)

Hakim Anggota,                 

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah                       Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc. Panitera Pengganti,
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Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

6. Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,00
7. Biaya ATK : Rp    50.000,00

8. B

iaya Panggilan

: Rp   ,00

9. B

iaya Redaksi

: Rp     5.000,00

10. B

iaya Meterai

: Rp   0,00

Jumlah : Rp  ,00
    (rupiah)
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